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ABSTRAK 

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bantul terus meningkat. 

Dalam rangka mengurangi pelanggar lalu lintas jalan dan angkutan jalan, maka 

diperlukan sistem baru dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat 

lebih taat kepada peraturan lalu lintas. Sistem tersebut adalah E-Tilang. E-Tilang 

adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan 

seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak 

kepolisian dalam manajemen administrasi. Namun E-Tilang ini dirasa masih 

kurang efektif karena masih kurangnya pemahaman masyarakat atas sistem E-

Tilang ini. Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan, pertama bagaimana 

penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul? Kedua, Apakah pelaksanaan 

sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan Good Governance 

di Indonesia? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil 

wawancara dengan petugas kepolisian Polres Bantul sebagai bahan primer, 

literatur seperti perundang-undangan, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini sebagai bahan sekundernya, karya ilmiah, literatur-literatur, dan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sebagai bahan 

tersiernya, serta yuridis-empiris sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau in action. 

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh 

Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang Elektronik atau 

biasa disingkat E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan 

memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan 

efektif. Penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, 

karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat 

Bantul akan kemajuan teknologi. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten 

Bantul merupakan perwujudan dari prinsip Good Governance. Karena sistem E-

Tilang telah mengimplementasikan prinsip Good Governance, diantaranya: 

partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien. 

Kata Kunci: Transparansi, E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, efektivitas. 
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MOTTO 

Jadikan keluarga dan 

sahabat prioritasmu, 

karena merekalah yang 

lebih memberikan 

perubahan pada dirimu 

dan selalu ada untukmu 

daripada  PACARMU 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Di Indonesia tiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor yang beredar. Di kota Yogyakarta jumlah kendaraan roda 2 di tahun 

2016 sejumlah 71.566 unit. Tahun 2017 meningkat 211% menjadi 222.915 

unit. Sementara untuk kendaraan roda 4, tahun 2016 sejumlah 12.746 unit. 

Tahun 2017 meningkat 344% menjadi 56.647 unit.
1
 Hal ini disebabkan 

adanya kemudahan seseorang membeli motor baru atau bekas. Misalkan saja, 

program kredit yang diberikan oleh sebuah show room dengan memberikan 

layanan berupa tanggungan bunga yang kecil yang dibebankan kepada 

konsumen dan hanya dengan membayar DP (Down Payment) saja bisa 

membawa pulang kendaraan tersebut. Hal ini memang sangat 

menguntungkan bagi pihak show room dan di awal memang menguntungkan 

bagi konsumen, namun bagi mereka yang berpenghasilan dibawah rata-rata 

pasti akan sulit untuk membayar angsuran kendaraan tersebut walaupun 

tanggungan bunganya kecil. 

       Semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia  

meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Lalu lintas merupakan hal yang 

sangat penting karena dengan lalu lintas inilah perjalanan kita menjadi aman 

dan nyaman. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Indonesia. Masyarakat 

Indonesia masih banyak yang mengabaikan peraturan lalu lintas sehingga 

                                                             
1
 http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-

hingga-200, diakses pada 28 Februari 2019. 

http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200
http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200
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kasus pelanggaran dan risiko kecelakaan masih sangat tinggi di Indonesia. Di 

Kabupaten Bantul banyak terjadi pelanggaran lalu lintas seperti yang 

dipaparkan dalam jogja.tribunnews.com bahwa, 

       “Ratusan orang meninggal dunia karena terlibat dalam kecelakaan 

lalu lintas (laka lantas) di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2018. 

Dalam jumpa pers akhir tahun beberapa waktu lalu, Kapolres Bantul, 

AKBP Sahat Marisi Hasibuan, menjelaskan laka lantas tahun 2018 di 

Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 308 kejadian atau 19 

persen, dibanding tahun 2017. Tahun 2017 jumlah Laka lantas di 

Kabupaten Bantul ada 1.309 kejadian. Sementara tahun 2018 menjadi 

1.617 kejadian. Dari data tersebut, korban meninggal dunia akibat laka 

lantas tahun 2017 ada 138 orang. Sedangkan tahun 2018 jumlahnya 

menjadi 133 orang.”
2
 

       Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu 

lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, 

keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal 

tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran 

berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana 

tersebut di atas, diperlukan  penetapan  suatu  aturan  umum yang bersifat 

seragam  dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu 

lintas yang berlaku secara internasional. Untuk itu, perlu diatur dengan 

aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara 

                                                             
2
 http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/133-orang-tewas-karena-laka-lantas-di-bantul-

sepanjang-2018, diakses tanggal 12 Februari 2019. 

 

http://jogja.tribunnews.com/tag/kapolres-bantul
http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/133-orang-tewas-karena-laka-lantas-di-bantul-sepanjang-2018
http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/133-orang-tewas-karena-laka-lantas-di-bantul-sepanjang-2018
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untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam 

berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI 

(Standar Nasional Indonesia), Helm selain melindungi kepala dari terik sinar 

matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi 

kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan 

merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala 

saat terjadi kecelakaan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK. Sementara 

itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang 

tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada 

ketika berkendara, maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas atau yang 

sering disebut dengan Tilang.
3
 

       Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan 

oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna 

jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang 

diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang 

merupakan alat  utama  yang  dipergunakan  dalam penindakan bagi 

pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu.
4
 

       Polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian 

menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang 

dan akan diurus di pengadilan. Pelanggar akan membayar denda di 

                                                             
3
 M. Karjadi, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, (Bogor: 

Politeia, 1981), hlm. 34. 

 
4
 Ibid., 37. 
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Pengadilan. Hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus 

tilang. Pelanggar yang tidak mempunyai waktu luang akan kerepotan untuk 

mengurusnya. Sehingga saat ini kepolisian Indonesia memberlakukan sistem 

E-Tilang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk 

mempermudah kepengurusan tilang tersebut. 

       Kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses 

berbagai data dan informasi. Data dan informasi tersebut dapat diakses 

melalui perangkat elektronik berupa smartphone. Melalui aplikasi tertentu 

yang terdapat dalam smartphone, masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan 

kegiatan lain dengan mudah. Contohnya, untuk belanja secara online, 

masyarakat hanya perlu membuka aplikasi belanja online dan kemudian 

melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online pula. 

       Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia melakukan 

inisiatif melakukan penilangan dengan teknologi tersebut. Banyak kota-kota 

besar di Indonesia yang menerapkan proses penilangan berbasis elektronik 

dan selanjutnya disebut E-tilang. Baik proses penilangan dengan memasang 

CCTV (Closed Circuit Television) di setiap perempatan ataupun pembayaran 

denda tilang melalui sebuah aplikasi yang telah bekerja sama dengan sebuah 

bank tertentu.  

 Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan 

lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung 

kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
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dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik 

ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai apa yang 

tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang 

mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

didasarkan atas hasil: (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) 

laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Penerapan E-Tilang 

merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel. 

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin 

karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada 

dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari 

instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang 

dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi 

karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung 

(biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran 

denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan. 

       Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dalam Good 

Governance, akan tetapi pelaksanaan sistem E-Tilang tidak hanya berbicara 

tentang aspek keterbukaan informasi. Aspek-aspek lain seperti partisipasi 

masyarakat, akuntabilitas, dan efektif dan efisien juga ada didalamnya. 
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Aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari prinsip Good Governance. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk 

membahas ”Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Bantul? 

2. Apakah pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan 

perwujudan Good Governance di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten 

Bantul. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang dalam upaya 

mewujudkan pemerintahan yang layak di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Bantul dan 

perwujudannya dalam pemerintahan yang layak di Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan 

referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi lembaga dan 

wilayah lain terkait E-Tilang. 
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D. Telaah Pustaka 

      Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa 

penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah, baik yang berbentuk 

buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi 

dengan penelitian ini. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut: 

      Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afifah Nurul Insyani yang berjudul 

”Rancangbangun Sistem Informasi Registrasi Tilang di Kejaksaan Negeri 

Sukamara Kalimantan Tengah”.
5
 Memuat tentang bagaimana sistem 

informasi registrasi tilang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa sistem memberikan kemudahan bagi 

staf tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sukamara dalam proses registrasi 

tilang, sistem dapat memunculkan jumlah data pelanggar dengan status 

persidangan masing-masing serta memunculkan yang masih menjadi 

tunggakan, sistem mempercepat proses pembuatan laporan dan pencetakan 

laporan berdasarkan waktu, jenis dan status. Yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian yang penyusun lakukan terdapat pada objek kajian. Pada 

penelitian ini objek kajian adalah sistem informasi registrasi tilang sedangkan 

penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang pelaksanaan E-Tilang. 

       Kedua, Artikel Sandy Subahvhe, yang berjudul “Aplikasi E-Tilang 

Kendaraan Bermotor Berbasis Android”.
6
 Membahas tentang tata cara proses 

                                                             
5
 Afifah Nurul Isyani, “Rancangbangun Sistem Informasi Registrasi Tilang di Kejaksaan 

Negeri Sukamara Kalimantan Tengah”, Skripsi, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

 
6
 Sandy Subahvhe, “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android”,  

E-Jurnal, Program Studi Ilmu Komputer FMIPA, Universitas Pakuan Bogor, 2017.  
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E-Tilang atau Tilang Elektronik dengan menggunakan aplikasi dari android. 

Kemudian dipaparkan juga langkah-langkah pembuatan dan penggunaan 

website pada aplikasi E-Tilang. Sehingga dari penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan kekurangan dan kelebihan aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor 

berbasis Android yang dapat dijadikan referensi oleh pihak kepolisian untuk 

meningkatkan kualitas aplikasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti juga 

membahas tentang proses sistem E-Tilang, namun tidak menguraikan 

langkah-langkah pembuatan website pada aplikasi E-Tilang 

       Ketiga, skripsi karya M.Yusrul Khoironil Fattah yang berjudul “Sistem 

Informasi Manajemen Putusan Data Tilang pada Kabupaten Kudus Berbasis 

Web”.
7
 Menganalisa permasalahan, diantaranya pendataan dan pengelolaan 

data mengenai putusan tilang serta informasi tentang putusan pidana 

pengadilan yang kurang jelas bagi pelanggar lalu lintas. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk 

memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, data tilang, data putusan 

pidana sidang, atau pembayaran denda di Kejaksaan Negeri Kudus dan 

informasi tentang hasil putusan sidang pelanggar. Penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dalam skripsi tersebut 

terfokus untuk menghasilkan aplikasi perangkat lunak agar dapat 

memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, sedangkan penelitian 

yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan penerapan sistem  

                                                                                                                                                                       
 
7
 M.Yusrul Khoironil Fattah, Sistem Informasi Manajemen Putusan Data Tilang Pada 

Kabupaten Kudus Berbasis Web, Skipsi, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, 

Universitas Muria Kudus, 2014. 
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E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Bantul, sehingga dapat 

dinyatakan berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti. 

       Keempat, artikel Setiyanto yang berjudul, “Efektifitas Penerapan Sanksi 

Denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di 

Polres Rembang)”.
8
 Tulisan dalam jurnal ini menjelaskan tentang 

pelaksanaan sistem E-Tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

pelanggaran lalu-lintas kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa 

Tengah Resor Rembang, kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya 

saat menerapkan sistem E-Tilang pada penyelesaian perkara tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas. Serta efektivitas denda E-Tilang bagi pelanggar lalu 

lintas di wilayah hukum Polres Rembang. Sehingga terdapat kesamaan 

dengan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang pelaksanaan E-Tilang. 

Namun objek penelitiannya berbeda, yang akan peneliti lakukan adalah di 

wilayah Kabupaten Bantul. 

       Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yudi Muhammad Irsan yang berjudul, 

“Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV 

(Closed Circuit Television) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)”.
9
 

Menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang di Indonesia belum dapat dikatakan 

                                                             
8
 Setiyanto, “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

(Studi Di Polres Rembang)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Fakultas Hukum UNISSULA 

Semarang, 2017. 

 
9
 Yudi Muhammad Irsan, “Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan 

Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)”, skripsi, 

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018. 
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efektif karena masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan 

diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Dalam penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kelemahan E-Tilang di wilayah Bandar Lampung. Sehingga 

penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian tersebut, 

baik dari objek penelitian maupun pokok bahasan penelitiannya. 

       Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai 

Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum pernah ada yang 

meneliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.  

E. Kerangka Teoretik 

1. Pelanggaran Hukum 

       Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (misdrijve) dan 

pelanggaran (overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam 

KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang  kejahatan. Sedangkan 

pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran.  Dalam  

ilmu  pengetahuan  hukum pidana  terdapat  dua pandangan  mengenai  

kriteria  pembagian  tindak  pidana, kejahatan dan  pelanggaran,  yaitu  

yang  bersifat  kualitatif  dan  yang  bersifat kuantitatif.
10

 

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu 

perbuatan dipandang  sebagai  tindak  pidana  setelah  adanya  undang-

                                                             
10

 Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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undang  yang  mengatur sebagai  tindak  pidana.  Sedangkan  kejahatan 

yang  bersifat  kuantitatif  (rechtdelicten), artinya suatu perbuatan 

dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan  keadilan, 

terlepas apakah  perbuatan  itu  diancam  pidana  dalam  suatu undang-

undang  atau  tidak.  Menurut  pandangan  yang  bersifat  kualitatif 

bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada 

kejahatan. Menurut  JM  Van  Bemmelan  yang  dikutip  Bambang 

Poernomo menyatakan bahwa: 

“Perbedaan  antara  kedua  golongan  tindak  pidana  ini  (kejahatan 

dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif 

yaitu kejahatan pada umumnya  diancam  dengan hukuman  lebih 

berat  dari  pada  pelanggaran  dan dengan  ini  nampaknya 

didasarkan  pada sifat  lebih  berat  dari  kejahatan”. 

“Pelanggaran adalah (politis-on recht) dan kejahatan adalah 

(crimieel-on recht). Politi-on  recht itu  merupakan  perbuatan  yang 

tidak  menaati  larangan  atau keharusan  yang  ditentukan  oleh 

penguasa  negara. Crimineel-on  recht itu merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum”. 
11

 

Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam 

praktek sehari-hari dimana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran 

ternyata memang pada  umumnya  lebih  ringan  dari pada sanksi pelaku 

kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya 

                                                             
11

 Mr. J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung:Bina Cipta, 1987), hlm. 2-3. 
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mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa: Pelanggaran berarti 

suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan 

hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum. Dari  

beberapa  pengertian  pelanggaran  tersebut diatas  dapat  disimpulkan 

bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut: 

a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 

b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan tersebut.
12

 

2. Penegakan Hukum 

       Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi kenyataan. 

Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  yang melibatkan  banyak 

hal. 
13

 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum 

positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh 

karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin 

ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural  yang  

ditetapkan  oleh hukum formal. 
14
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 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), 

hlm. 47. 

 
13

 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32. 
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Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum, menurut 

Soerjono Soekanto antara lain:  

a. Faktor hukumnya sendiri 

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara 

lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, 

hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-

unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara 

vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang 

satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, 

sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga 

masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. 

b. Faktor penegakan hukum 

Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang 

berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut 

mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, 

Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Menurut Soerjono 

Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan 

warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa 

kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa 

antara kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan 

conflict of roles). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu 

kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang 
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sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu 

kesenjangan peranan (role-distance). 
15

 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung, 

maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan 

lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Bila 

hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 

mencapai tujuannya.  

d. Faktor  masyarakat 

Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak 

masyarakat yang telah direnggut oleh orang lain. Maka dari itu 

masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum tersebut. 

Bilamana masyarakat tidak mengetahui bila hak-haknya telah 

dilanggar, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum 

untuk melindungi kepentingannya, dan masyarakat tidak memiliki 

keberanian untuk melindungi kepentingannya tersebut maka 

penegakan hukum tidak akan berlangsung  

e. Faktor  kebudayaan 

Kebudayaan adalah hal yang sudah melekat dan mendarah 

daging pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan inilah yang mengatur 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5. 
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agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya saat mereka berhubungan dengan 

orang lain. Inilah yang membuat kebudayaan menjadikannya suatu 

garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai 

apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

Kelima  faktor tersebut  saling  berkaitan erat,  juga merupakan 

tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang ada. 

3. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak 

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak yang selanjutnya 

disingkat AAUPL adalah asas yang menjunjung tinggi norma 

kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).  

Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan 

yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, 

dan keadilan. AAUPL merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses 

sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas 

tersebut. Dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa 

asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas Kepastian Hukum 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 

c. Asas Kepentingan Umum 

d. Asas Keterbukaan 
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e. Asas Proporsionalitas 

f. Asas Profesionalitas 

g. Asas Akuntabilitas 

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia tentu didasarkan 

pada AAUPL tersebut. Apabila terjadi akibat hukum yang merugikan 

dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Negara, lebih-

lebih itu bertentangan dengan AAUPL tersebut, maka orang atau 

badan hukum yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. 

F. Metode Penelitian 

      Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang 

baik untuk menyusun penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari 

informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan.
16

 

2. Sifat Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan 
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 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.170. 
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kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat 

penitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu.
17

 

3. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yuridis-

empiris yakni mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan 

atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan 

secara in action (langsung) pada saat peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).
18

 

4. Lokasi Penelitian  

       Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna 

menjawab rumusan masalah, maka penulis mengambil lokasi penelitian 

di SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas) Polres Bantul. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

       Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara 

langsung melalui sumber informasi yang dipilih yakni petugas 

SAT LANTAS Polres Bantul. 
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 Sevila, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993) hlm. 71. 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. Ke-1, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), hlm. 134. 
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b. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber 

tertentu yang kemudian digunakan sebagai pendukung data primer. 

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur, 

perundang-undangan, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier merupakan data yang berasal dari karya ilmiah, 

literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

       Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, 

selain itu panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, 

dan kulit.
19

 Definisi lain dari observasi adalah suatu cara untuk 

mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan 

secara langsung dan sistematis.
20

 Selanjutnya peneliti melakukan 

pengamatan tentang pelaksanaan E-Tilang dan respon masyarakat 

secara langsung di Kabupaten Bantul. 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Surabaya: Airlangga Unniversity Press, 2001), hlm. 142. 
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 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah 
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b. Wawancara 

       Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan bahasa lisan, baik melalui tatap muka 

maupun melalui media tertentu.
21

 Peneliti melakukan wawancara 

dengan petugas SAT LANTAS Polres Bantul untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa 

dokumen penting yang diperlukan untuk peneliti, seperti catatan 

harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lainnya yang 

berkaitan dengan objek penelitian.
22

 Peneliti juga mencari data 

melalui dokumen-dokumen dan gambar-gambar yang ada di lokasi 

penelitian.  

7. Pengelolaan Data dan Analisis Data 

a. Pengelolaan Data 

       Setelah data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

meninjau aturan, maka penulis melakukan pengelompokan data 

yang selanjutnya dilakukan dengan editing data. Hal ini diharapkan 

sesuai dengan permasalahan yang kemudian siap untuk dianalisis.  
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 86. 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan 
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b. Analisis Data 

       Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian 

dianalisis sehingga menghasilkan konklusi (kesimpulan). Adapun 

metode data yang dipakai untuk menganalisis hasil yakni dengan 

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan 

salah satu cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan 

angka-angka melainkan dengan menggunakan sumber yang 

relevan untuk melengkapi data. Peneliti menggunakan metode 

induktif, dimana analisis data bersifat khusus (data dari lokasi), 

kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan sifat umum. 

G. Metode Analisis 

        Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, 

dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. 

Selanjutnya penyusun menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus 

kepada hal-hal yang bersifat umum. 

H. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, 

dimana masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai penjelasan yang 

lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan lebih 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi agar tidak 

terjadi kerancuan dalam setiap pembahasannya.  

       BAB Pertama, merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, 
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Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian. 

       BAB Kedua, dalam pembahasan bab kedua ini penyusun akan 

menyajikan tinjauan umum tentang sistem E-Tilang yang meliputi 

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian E-Tilang, Perbedaan Tilang 

dengan E-Tilang, Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Tilang, serta 

Undang-undang yang berkaitan dengan sistem E-Tilang. 

       BAB Ketiga, dalam pembahasan bab ketiga ini, peneliti akan 

menguraikan gambaran umum tentang implementasi atau pelaksanaan 

sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul. 

BAB Keempat, dalam pembahasan bab keempat ini, peneliti akan 

menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang 

lebih lanjut, mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul 

dan kaitannya dengan perwujudan Good Governance di Indonesia 

       BAB Kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran 

atas penulisan skripsi, dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk 

memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang ada.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh 

Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar Undang-undang No. 22 Tahun 

2009. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 telah mengatur mengenai 

kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. 

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain tindak pidana 

yang melanggar larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban 

yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Perbuatan tersebut antara lain kelalaian pengendara 

kendaraan bermotor sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 

dapat berakibat hilangnya nyawa seseorang. Tilang Elektronik atau biasa 

disingkat E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan 

teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Dan 

juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Acuan 

utama dalam penerapan sistem E-Tilang adalah Pasal 272 Undang-undang 

No. 22 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, E-Tilang ini menggunakan 

aplikasi berbasis android yang mana si pelanggar bisa mengetahui biaya yang 

harus dibayar secara langsung dan juga bunyi pasal yang dilanggarnya dan 
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polisi tidak menyentuh uang kita, melainkan langsung dibayarkan melalui 

ATM yang kita miliki. Penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul 

belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta 

belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai sistem E-Tilang ini membuat anggota 

kepolisian harus menjelaskan kepada masyarakat akan sistem E-Tilang ini 

beserta tahapan yang harus dilakukan pihak pelanggar lalu lintas. 

2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (good governance) adalah asas 

yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. 

Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme). Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki 

pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, 

kesejahteraan, dan keadilan. Good governance merupakan konsep terbuka 

dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam 

mengenai asas-asas tersebut. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten 

Bantul merupakan perwujudan dari prinsip Good Governance. Karena sistem 

E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip Good Governance, diantaranya: 

1) Partisipasi Masyarakat. 

2) Transparansi. 

3) Akuntabilitas. 

4) Efektif dan Efisien.   
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan, adapun saran yang 

diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk: 

1. Memperbaiki atau menambah server E-Tilang ini agar dalam 

pelaksanaanya tidak ada lagi kendala server. 

2. Menambah basis sistem operasional untuk aplikasi Tilang online agar 

Smartphone selain Android dapat menggunakannya. 

3. Segera meresmikan sistem E-Tilang berbasis CCTV. 

4. Membuat undang-undang khusus untuk pelaksanaan sistem E-Tilang. 

5. Untuk masyarakat Bantul diharapkan lebih sadar hukum karena itu akan 

melindungi diri dari kejadian yang tidak di inginkan serta ikutilah 

perkembangan teknologi yang semakin maju. 
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Lampiran I Tampilan Aplikasi E-Tilang Polri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan pada aplikasi setelah anggota kepolisian memasukkan data 

 pelanggar beserta pelanggarannya 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan SMS pelanggar setelah mendapatkan penindakan Tilang berbasis 

Elektronik yang berisi kode BRIVA yang selanjutnya diperuntukkan membayar 

denda tilang. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan pada aplikasi E-Tilang Polri yang menyatakan pelanggar telah 

melakukan pembayaran (tabel warna hijau) dan belum melakukan pembayaran 

(tabel warna biru) 

 



 
 

 
 

Lampiran II Scan Bukti Penelitian 
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